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BAB III 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Keuangan daerah 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.
29

 

Kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh adanya sumber 

pendapatan daerah dan tingkat keuntungannya. Setiap pemerintah daerah 

harus mampu menggali potensi untuk dapat membiayai seluruh biaya 

hidup daerahnya masing-masing.  

Disimpulkan bahwa Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah 

akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan 

pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang 

cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian 

kewenangan antara pemerintah dan daerah. 
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Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan 

pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan 

daerah.  

Sumber pendapatan daerah terdiri atas
30

 : 

1. Pendapatan asli daerah, yaitu: 

a. Hasil pajak daerah; 

b. Hasil retribusi daerah; 

c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil 

penjualan aset daerah dan jasa giro. 

2. Dana perimbangan; 

3. Pinjaman daerah, dan 

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah antara lain hibah 

atau penerimaan dari Daerah Provinsi atau Daerah 

Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-

undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan 
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peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau 

dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
31

 

B. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari 

sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah 

daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber 

pendapatan daerah itu sesuai dengan ketentukan dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

disebutkan
32

 : 

Pasal 2 :  

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan, dan 

e. Pajak Rokok. 

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 
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d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber yang 

harus selalu dan terus menerus di pacu pertumbuhannya, karena PAD 

merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian 

pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap 

APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah dalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
33

 

C. Pengertian Pajak 

Menurut Sommerfel Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber 

yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah 

berdasarkan hukum atau peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali 
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yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-

tugasnya dalam pemerintahan.
34

 

Menurut P.J.A. Andriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut 

peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan.
35

 

Dari beberapa definisi pajak yang dikemukakan di atas 

mengandung 5 unsur, meskipun masing-masing definisi tidak lengkap 

unsur yang dikemukakan. Kelima unsur tersebut adalah:
36

 

1. Suatu pemungutan yang dapat dipaksakan karena wewenang 

yang dimiliki pemerintah; 

2. Harus berdasarkan norma-norma umum atau Undang-Undang; 

3. Merupakan iuran rakyat kepada pemerintah secara insidentil 

atau periodik, di mana yang dimaksud dengan rakyat baik 

perseorangan maupun badan; 

4. Prestasi pemerintah diberikan secara umum dan sulit untuk 

ditunjukkan; 
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5. Untuk membiayai pengeluaran umum. 

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada negara, 

berdasarkan Undang-Undang , yang dapat dipaksakan, dengan imbalan 

yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh Pemerintah, gunanya 

untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur 

di bidang sosial ekonomi. Dengan hal ini maka pembayaran pajak wajib 

dan sifatnya memaksa dan tidak dapat dihindari karna sudah terancam 

dalam undang-undang dan pemerintah tidak sewenang-wenang 

menetapkan besarnya pajak.
37

  

Kemudian perbedaannya dengan Retribusi, Sumbangan, Pungutan 

dan Iuran adalah sebagai berikut : 

1. Retribusi adalah suatu pungutan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah kepada seseorang atau badan hukum yang telah 

menikmati jasa atau barang dari pemerintah. 

2. Sumbangan adalah pemberian pada umumnya bersifat fisik 

oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai 

sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat 

keuntungan. 

3. Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan 

pemberian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh 
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pemerintah, tidak secara langsung kepada  pembayar iuran 

tersebut, tetapi kepada suatu kelompok atau golongan.  

4. Pungutan adalah sesuatu yang diterima secara langsung, khusus 

orang yang menggunakan jasa atau fasilitas tertentu dan hanya 

dipungut oleh pemerintah daerah. 

D. Fungsi Pajak 

Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi 

budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair ini merupakan fungsi 

utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi dalam 

mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara 

optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang 

berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara 

historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk 

menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara 

langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi 

ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai 

berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.
38

 

Sedangkan fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu 

pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan 

tertentu. Fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi 

regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu 

fungsi budgetair.  
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Pajak disebut berfungsi stabilitory, karena pajak adalah salah satu 

alat untuk memulihkan gejolak ketidakstabilan ekonomi. Ketidakstabilan 

ekonomi misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran dan 

sebagainya.
39

 

E. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem Pemungutan Pajak dibagi menjadi beberapa sitem, yaitu : 

1. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada 

Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan 

hak perpajakannya.
40

 

2. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. 

3. Withholding Tax System 

Adalah suatu sistem perpajakan di mana pihak tertentu (pihak ketiga) 

mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan 

untuk memotong dan memungut suatu prosentasi tertentu (misalnya 

20%, 15%, 10%, 5%) terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang 

dilakukannya dengan penerima penghasilan, yakni Wajib Pajak. 

F. Pajak Daerah 

Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 

dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.  
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Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea 

Materai.
41

 

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, 

dan Pajak Hiburan. 

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.
42

 

(Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009) bahwa Retribusi 

Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atan Badan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan 

jenis pajak daerah yaitu jenis pajak provinsi dan jenis pajak 

kabupaten/kota.
43
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1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan, dan 

e. Pajak Rokok. 

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

G. Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan dan fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma 
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pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah 

kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.  

Pajak hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel 

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel 

yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 

olahraga dan hiburan.
44

 

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk 

dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, termasuk bangunan 

lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, 

kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

Adapun Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pasal 1 Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Pajak Hotel. 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
45

 

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru; 

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru; 

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru; 

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru; 

6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota 

Pekanbaru; 
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7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 

daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

8. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan 

Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan 

dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, 

Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi 

Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha 

Tetap dan Bentuk Badan Lainnya; 

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru; 

10. Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos 

dengan jumlah kamar lebih 10 (sepuluh). 

11. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. 

12. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan Hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 

olahraga dan hiburan. 

13. Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan 

pembayaran kepada Hotel; 
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14. Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel; 

15. Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 

kalender;  

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila 

wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 

kalender; 

17. Bagian Tahun Pajak adalah dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak; 

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang disingkat SPTPD, adalah 

surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan 

dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah; 

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang 

dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran Pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang 

ditetapkan oleh Walikota; 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat 

SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah 

Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 

yang harus dibayar; 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 

disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan 

tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;  
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22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, 

adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak 

yang terutang atau tidak seharusnya terutang;  

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN, adalah 

surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama 

besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan 

tidak ada kredit Pajak;  

24. Surat Tagihan Pajak daerah, yang disingkat STPD, adalah surat untuk 

melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga 

dan atau denda;  

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk 

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan 

dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 

yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;  

26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap 
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pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 

wajib Pajak;  

27. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak;  

28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi 

keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya 

serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 

perhitungan rugi laba pada setiap tahun Pajak berakhir;  

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam 

rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;  

30. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 
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1. Objek Pajak Hotel 

Objek pajak (tatbestand) atau sasaran pengenaan pajak dapat 

diartikan sebagai keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut 

ketentuan undang-undang memenuhi syarat bagi dikenakannya pajak.
46

 

Sedangkan Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang 

disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang 

sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan 

kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan 

ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel.
47

 

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 

2011, dalam Pasal 2, tentang tidak termasuk objek pajak hotel yaitu: 

1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  

2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.  

3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan 

keagamaan.  

4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti 

jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan  
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5) Jasa biro perjalanan atau pelayanan wisata yang 

diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh 

umum.  

6) Rumah kost milik yayasan dan pesantren, serta rumah kost 

yang di sewa oleh pelajar/ mahasiswa. 

2. Subjek Pajak Hotel 

Subjek Pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi 

syarat subjektif.
48

 

Sedangkan Subjek Pajak Hotel adalah seorang pribadi atau 

badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan 

yang mengusahakan hotel.
49

  

Disimpulkan bahwa yang menjadi subjek pajak hotel yaitu 

konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan 

oleh pengusaha hotel. Dan yang menjadi wajib pajak hotel yaitu 

pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun 

yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan 

usaha di bidang jasa penginapan. Jadi subjek pajak hotel dan wajib 

pajak hotel itu tidak sama. 
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H. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hotel 

Adapun Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Pasal 3 Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Pajak Hotel
50

 : 

1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada Hotel.  

2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari 

dasar pengenaan. 

3) Tarif Pajak Rumah kost ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 

dasar pengenaan. 

Selanjutnya, juga termasuk jasa penginapan Home Stay yang 

merupakan objek pajak hotel yang ditetapkan sebesar 5% (lima 

persen) dari dasar pengenaan. 

Disimpulkan bahwa tarif pajak hotel itu ditetapkan oleh masing-

masing peraturan daerah dan paling tinggi adalah 10%. Hal ini bertujuan 

memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk 

menetapkan tariff pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi 

masingmasing daerah kabupaten/kota. 
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I. Kepatuhan dalam Perpajakan 

Kepatuhan perpajakan dapat didefenisikan sebagai suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya.
51

  

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak 

memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan 

dalam undang-undang perpajakan. 

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, 

yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 

J. Teori Kepatuhan 

Menurut Mardiasmo menyatakan bahwa secara umum teori tentang 

kepatuhan dapat digolongkan dalam teori paksaan dan teori konsensus.
52

 

1. Teori Paksaan 

Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya 

unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari pemerintah. 

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik sebagai 

monopoli penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk 

tujuan hukum. Jadi menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan 

faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Persoalannya, 

apabila suatu kaidah hukum hanya berdasarkan pada sanksi sebagai 
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tuntutan ditaatinya hukum justru akan mengurangi wibawa hukum, 

baik terhadap hukum itu sendiri maupun terhadap penegak hukumnya. 

Seringkali pemeriksaan perlakuan hukum dan penataan akan bersifat 

semu karena berakar pada nilai-nilai sosial yang ada. (Soemitro, 2001). 

2. Teori Konsensus  

Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan 

masyarakat terhadap sistem hukum, yaitu sebagai dasar 

legalitashukum. Pemungutan wajib pajak mempunyai sifat yang dapat 

dipaksakan karena pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang. 

(Soemitro, 2001). 

K. Pemeriksaan Pajak   

Tax Audit yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak 

dalam rangka self assessment system merupakan bentuk penegakan hukum 

perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan 

sistem self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang 

teguh pada Undang-undang Perpajakan. Untuk melaksanakan upaya 

penegakan hukum tersebut yang salah satunya melalui tindakan 

pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksaan melalui 

tindakan pemeriksaan pajak.
53

 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 
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menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.
54

 

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis 

pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau 

Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. 

L. Tujuan Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak
55

 : 

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan lebih 

bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan 

kelebihan pajak; 

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan rugi; 

3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui 

jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran; 

4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, 

pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya; atau 

5. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil 

analisis risiko (riks based selection) mengindikasikan adanya 
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kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal
56

 : 

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan 

NPWP; 

2. Pemberian pengukuhan dan pencabutan pengukuhan; 

3. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu Masa Pajak 

bagi Wajib Pajak baru; 

4. Wajib pajak mengajukan keberatan dan banding; 

5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan; 

6. Pencocokan data dan atau alat keterangan; 

7. Penentuan Wajib Pajak beralokasi di daerah tertentu. 
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